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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN MAJALENGKA 

Nomor: 503/93 /DPMPTSP/ IV /2022 

TENTANG 

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 

TAMAN KANAK- KANAK (TIK) ABU SALAM 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DEE AYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPArs1AlaLENGKA 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan baserta lampirannya darí Saudara Ijoh Ratijah, S.Pd.I tanggal 
28 Januari 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi 

Dinas Pendidikan Nomor PK/04/1696/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 07 April 2022 Taman Kanak -

Kanak (TK) ABU SALAM dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak 

(TK) 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu 
diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) ABU SALAM 

yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Majalengka. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nortior 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851): 
Undang-Undang Nomor 20 Te un 200 tentang Slstem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C03 Nomr 79 Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4301) 
Undang-Undang Normcr 23 a 
ndonesia Tahun 2014 Nouor 
sebagaimana telah beberan k 

tentang Perubahan Kenua es 
Daerah (Lembaran Negara Reput. era Tahr 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 

g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

Khr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

lang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahur 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ncmor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496), Sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 
Tambahan Lembaran Negara Republik Inidoiesia Nomor 5410); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 
Pemerintah, Pemerintah PrOvinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4750); 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar 
Pendidikan Usia Dini; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang 
Pendiian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 877) 
Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); 



11. Peraturan Daerah katupduan Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majaleigka (Lerabaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4); 
12. Peraturan Daerah KEuiten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Taiun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Majalengka. 
13. Peraturan Bupti Majakaka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pda Das Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Majalengka. 

Menetapkan MEMUTUSKAN 
KESATU 

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usaia Dini Kepada: 
Nama Taman Kanak- Kanak (TK) ABU SALAM 

Alamat :Blok Senin RT 002 RW 002 Desa Padahanten 
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka 

Dengan Ketentuan sebagai Berikut: 
1. Menggunakan Kurikulum dan Metede belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional; 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
3. Menyampaikan Laporan Perkernbangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka; 
4. Segala fasilitas dan kalergkap�n yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usi P,UD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggie 

Izin Sebagaimana dinaks. 
dievaluasi setiap tahtin 9 
penyelenggaraan Tamaii 
kanak (TIK) akan dicabut 

u KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan 
2argçaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan 
ersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-

KEDUA 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka 
Nomor 328 Tahun 2015 Tangal 24 Agustus 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KETIGA 

Keputusan ini Berlaku 3 iga) enun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan ca atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau 

perubahan sebagaimana mestinya. 

KEEMPAT 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

:Majalengka 
20April 2022 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN MAJALENGKA SSINPAG SI$SUG 
DNAS PEHR 

PiBRANAN TE EPADU SATU 
Drs, UCU SUMARNA, M`i. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19660513 198611 1 002 

Tembusan 
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka 
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